
GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAIT GUBERITT'R LAMPUITG
ltoMoR , Gl4s3 lvt.ozlwKl2a24

TENTAITG

PERSETUWAN HAK SEWA TAXAH DAN BANGI'NAN MILIK
PEMERIITTNI PROVII|SI IJIUPIIIIG YAITG TERIETAK DI .'ALAN
JENDERAL SI'DIRu,AN I{OUOR 8T BAI{DAR LAMPT'I|G KEPADA

PT. LAilPUIcG JASA UTA]IA (PERSERODAI

GT'BERNT'R LAMPUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (21 dan Pasal
1 18 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, disebutkan bahwa sewa barang milik daerah
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota serta tarif pokok
sewa barang milik daerah ditetapkan oleh
Gubemur/ Bupati / Walikota;

b. bahwa PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) bermaksud
mengajukan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah
Provinsi tampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 8l Bandar LamPung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat be{a-lan lancar
dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubemur
Lampung tentang Persetujuan Hak Sewa Tanah dan
Bangunan Milik Pemerintah Lampung yang terletak di Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 81 Bandar Lampung kepada PT.

l.ampung Jasa Utama (Perseroda];

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

-2

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi l.ampung Nomor 4 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1. Surat Direktur Utama PT. lampung Jasa Utama tanggal 28
Desember 2O24 pihal Permohonan Sewa Gedung Milik
Pemerintah Provinsi La.mpung Yang Terletak di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 81 Bandar la.mpung;

2. Persetujuan Gubernur lampung atas Nota Dinas Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung Nomor : OOO.I.4./2lO/Vl.O2l2024 tanggal 12
Februari 2O24 prihal Permohonan Persetujuan Sewa;

MEMUTUSKAI{

Nama Barang Kode Barang
Nomor

Register
Luas

Tanah r.3. t.o1.01.o1.008 2 548 m'

Bangunan 1.3.3.01.02.02.O04 9 78 mz

: Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
kembali.

: Besarnya sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
ditetapkan sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
pertahun, yang pembaya.rannya dibayar dimuka sekaligus untuk
jangka waktu 5 (tima) tahun dengan total sebesar
Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang
seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah
Provinsi t ampung melalui Bank l.ampung Nomor Rekening
380.00.06.00001.1 paling lambat 2 (dua) hari sebelum
ditandatanganinya Perjanjian Sewa.

: Penyewa mempunyai kewajiban s6lagai berikut:
a. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya

yang timbul berkaitan dengan sewa, antara lain listrik dan
pungutan resmi lainnya; dan

b. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung
4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin
mengaj ukan perpanjangan sewa.

: KEPUTUSA,IT GI,BERIIT,R TEI{TAITG PERSEf,UJUAIT HAK SEWA
TAITAII DAN BAITGUI|AI| UILIK PEUERII{TAII PROVIISI
I,ATPIIITG YAITG TERLEf,AI( DI JALIIN JETDERAL SUDIRMAN
I{OUOR 81 BAISI'AR I.A.UPUITG XEPADA PT. LAUPI'NG JASA
IrrAUA (PERSERODAI.

: Memberikan hak sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah
Provinsi tampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 81 Bandar Lampung kepada PT. lampung Jasa Utama
(Perseroda) dengan data sebagai berikut:
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

: Penyewa dilarang untuk:
a. menjaminkan atau mengagunkan terhadap hak sewa

dimaksud kepada pihak lain;
b. mengalihkan hal< sewa dimalsud atau membebani dengan

hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain
dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan

c. mengubah peruntukan sewa tanpa izin tertulis dari Gubemur
Lampung.

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Pe{anjian Sewa
Menyewa.

: Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keenam menunjuk
Sekretaris Daerah Provinsi t ampung sebagai pihak yang
mewakili Pemerintah Provinsi t ampung untuk menandatangani
Perjanjian Sewa Menyewa dan telmis lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabil,a dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

ARIITAI DJUNNDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur hovinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepata Biro Hukum Setda hovinsi lampung di Telukbetung;
4. Pl. Lampung Jasa Utama di Bandar lampung.

Ditetapkan di Tglukbetung
padatanggal 6-l- 2024

GI'BERITI'R L/IUPUI| G,


